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PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN UMUM DALAM RANGKA PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
pada Kementerian Negara/ Lembaga mengamanatkan
pengguna anggaran menyusun pedoman umum dalam
rangka penyaluran bantuan pemerintah;

bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada
Kementerian/Lembaga, maka Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah
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Mengingat

1.

di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Umum
Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15
Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);
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Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5598);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 13);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
463);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2015
tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan,
Pengendalian dan Pelaporan Program dan Anggaran
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1077);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah di Kementerian/Lembaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah Pada
Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1745);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN

UMUM DALAM RANGKA PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi
kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah
kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga
pemerintah /non pemerintah.

2. Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan
Pemerintah, yang selanjutnya disebut Bantuan Lainnya
adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan
sosial yang diberikan oleh Kementerian kepada
perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga
pemerintah /non pemerintah.

3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA
adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab
penggunaan anggaran pada Kementerian.

4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri/KPA
untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

5. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang
terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan-
aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung
melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang

desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
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6. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa,
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan
usaha lainnya wuntuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.

7. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya
disebut BUMDesa Bersama, adalah badan usaha yang
dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa.

8. Kegiatan Unggulan adalah kegiatan yang dijalankan secara
terintegrasi dengan melibatkan unit-unit kerja terkait di
lingkungan Kementerian sejalan dengan tugas dan
fungsinya masing-masing yang dapat memberikan dampak
dan kontribusi besar bagi masyarakat luas serta
mendukung perkembangan sosial-budaya dan
pertumbuhan ekonomi nasional.

9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang pembangunan desa dan
kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa,
percepatan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang pembangunan desa dan kawasan
perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan

daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman
umum dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah di
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi.
(2)Peraturan Menteri bertujuan ini dalam rangka tertib
pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah secara

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan



